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ABSTRAK

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik obyek
Pajak Hiburan sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke
pemerintah Kabupaten Sleman, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hiburan
sebenarnya di Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam
praktik pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman serta mengukur tingkat
efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh
Badan Pengelola Kekayaan Dan Keuangan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman
selama ini.

Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten
Sleman masih dibawah potensi sebenarnya. Praktek pemungutan yang dilakukan
oleh BPKKD Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien. Tingkat efektivitasnya

dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik
Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Pajak
yang potensinya dipertimbangkan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membelanjai pengeluaran
negara, baik pengeluaran rutin mengeluaran pembangunan. Sebagai salah satu
penerimaan Pemerintah, Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat.
Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya
manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Sugianto,
1996).

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara
berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat
melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk
sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan
keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak,
Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak melalui
pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
sendiri. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan
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Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan
dengan Pajak Daerah, diantaranya Pajak Hiburan. Pungutan tersebut diatur dalam
Peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Salah satu obyek Pajak Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
Sleman adalah Pajak Hiburan, pemungutan serta pelaporan pendapatan dikelola
langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD)
Sleman. Pemugutan pajak Hiburan di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman No. 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Pajak Hiburan yang selanjutnya
disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan
adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaiaan dan atau penggunaan
fasilitas untuk berolahraga, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Obyek Pajak ini diharapkan
mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah Penerimaan Asli Daerah
(PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk membiayai penyelengaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah.

Terkait dengan PAD, penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi
dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin
tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih
berkualitas. Belanja pembangunan diarahkan pada sektor yang langsung dinikmati

oleh publik (Mardiasmo,2002).



Dalam hal penerimaan Pajak Hiburan masih banyak hambatan yang
terjadi, hambatan-hambatan yang perlu dipecahkan oleh BPKKD Sleman adalah
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu masih rendah, ini menyebabkan
banyak potensi dari Pajak Hiburan di Kabupaten/Kota Sleman menjadi kurang
terpantau. Kurangnya perhatian pada jenis pajak ini, besar kemungkinan terdapat
celah atau kelemahan pada sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan.
Beberapa hal yang menjadi celah dari pajak hiburan ini terletak pada (1) Belum
adanya catatan mengenai besar potensi sebenarnya yang dimiliki, (2) Penetapan
target yang masih jauh dari potensi sebenarnya, (3) ketidakseimbangan antara
potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi pemungutan Pajak Hiburan
yang sudah dilakukan, (4) Analisis tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan
Pajak Hiburan.

Untuk mencegah hambatan-hambatan tersebut maka BPKKD Sleman
hendaknya melakukan pengawasan secara teratur dan terus menerus, penggalian
potensi Pajak Hiburan secara maksimal, analisa efektif dan efisiensi Pajak
hiburan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk
mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: “ANALISIS POTENSI,
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN

SLEMAN”.



1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1.

Apakah hasil pemungutan Pajak Hiburan di wilayah Kabupaten Sleman
sesuai dengan potensi sebenarnya?

Apakah pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh BPKKD
Kabupaten Sleman selama ini efisien?

Apakah pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh BPKKD

Kabupaten Sleman selama ini efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :
Mengetahui karakteristik Obyek Pajak Hiburan, dengan diketahuinya
karakteristik masing-masing obyek dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten
Sleman.

Mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hiburan sebenarnya di
Kabupaten Sleman.

Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak
Hiburan di Kabupaten Sleman.

Mengetahui jumlah pendapatan Pemerintah Daerah dari Pajak Hiburan
dengan dasar temuan potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman.

Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak



Hiburan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman selama ini.

1.4. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah penelitian ini pada analisis potensi dan
perbandingan antara target dengan realisasi 3 (tiga) Obyek Pajak Hiburan di
wilayah Kabupaten Sleman yaitu, Taman Wisata Candi Prambanan, Monumen
Yogja Kembali, dan Studio 21. Ketiga obyek pajak tersebut merupakan obyek

pajak hiburan rutin dan yang dikenakan pajak hanya dari harga tiket masuknya.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)
Sleman, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan, meningkatkan
tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutannya.

2. Bagi akademisi, dosen, dan mahasiswa diharapkan akan dapat menambah
wawasan dan sebagai referensi didalam penelitian yang sejenis.

3. Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan tentang

pemungutan Pajak Hiburan secara teori maupun praktik.



1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1

BABII

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, dan hasil penelitian
terdahulu.

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek yang diteliti, sumber data yang
digunakan dan pengukurannya.

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan bagaimana data diolah beserta

pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk

penelitian mendatang.



BABII

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan Negara kepada rakyat yang bersifat memakasa
tanpa ada kontraprestasi (timbal balik) secara langsung. Menurut Fieldmann
dalam Suandy (2000) mengatakan “Belastingen zijn aan de Overheid (volgens
algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbarepresitite
geen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking ven publieke
uitgaven ”, yang artinya Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan
terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara
umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup
pengeluaran-pengeluaran umum.

Smeets dalam Suandy (2000) mengartikan pajak adalah ”Belastingen zijn
aan overheid (volgens normen) verschuligde, afdwingbare pretties, zonder dat
hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegenprestatites staan ; zij
strekken tot dekking van publieke uitgaven”, yang artinya adalah prestasi kepada
pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat
dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang
individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Soemitro dalam Waluyo dan Wirawan (2001) mengartikan pajak sebagai

juran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang langsung




dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik ( kontraprestasi ) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur sebagai berikut:

1.

2.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta
aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi
langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau

Daerah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pemerintah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap

menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat

dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu :

1.

Fungsi Budgeter

yaitu sebagai alat untuk mengisi kas negara (daerah) yang digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Fungsi Regulator

Yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai
tujuan, misalnya, pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat

menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor



dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu
dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

3. Fungsi Demokrasi
Pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan partisipasi dalam
pembangunan oleh masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi
Pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud untuk menegakan

keasilan sosial, dengan diwujudkan dalan struktur tarif progresif.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak
Suandy (2000) mengemukakan bahwa ada beberapa system
pemungutan pajak, yaitu:
1. Official Assessment System
Wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan
besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan
Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang merupakan bukti timbulnya suatu
utang pajak. Wajib Pajak pasif menunggu ketetapan fiskal mengenai utang
pajaknya.
2. Semi Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah
pihak, yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem

ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun
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menaksir sendiri besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan
oleh fiskal.

3. Witholding System
Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga, dan
bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

4. Full Self Assessment System
Suatu system pemungutan pajak dimana Wajib Pajak boleh menghitung
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Wajib Pajak
harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa

campur tangan fiskus.

2.2 Pajak Daerah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah
disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.
Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah
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Daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria Pajak Pusat, yang

membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Menurut Davey dalam

Suandy (2000) ada 4 (empat) Kriteria dari Pajak Daerah yaitu:

1.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan dari
daerah sendiri.

Pajak yang dipugut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat dan penetapan
tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah tetapi hasil

pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dari kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Daerah

adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah dan ada bagi hasil

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.2.2. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah.

Menurut Davey dalam Suandy (2000) terdapat 4 (empat) prinsip mengenai

Pajak Daerah. Keempat kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Kecukupan dan elastisitas

Kecukupan maksudnya bahwa sumber pendapatan tersebut harus
menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau
sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Seringkali dijumpai

Pemerintah Daerah mempunyai banyak jenis pajak, tetapi pendapatan
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yang dihasilkan tidak mampu melebihi biaya yang dikeluarkan untuk
memungutnya. Sedangkan elastisitas maksudnya adalah kemampuan
untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan
yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah Daerah, dan dasar
pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis, misalnya, apabila
harga-harga meningkat, penduduk di svatu daerah meningkat, dan
pendapatan individu meningkat, maka dengan sendirinya pajak juga harus
meningkat. Elastisitas juga degan mudah dapat diukur dengan
membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan

perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau PRDB.

. Keadilan

Prinsip keadilan ini adalah bahwa suatu beban pengeluaran Pemerintah
Daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai
dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. pajak dapat
dikatakan baik kalau pajak tersebut bersifat Progresif, yaitu prosentase
pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai
dengan kenaikan pendapatannya.

. Kemampuan Administratif

Untuk menilai suatu pajak agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan
pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel,
dimana administrasi pemungutan pajak harus sederhana, mudah dihitung,

pelayanan memuaskan bagi Wajib Pajak.
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4. Kesepakatan Politik

Dengan adanya kesepakatan politik maka tidak ada pajak yang populer,
semua orang pada dasarnya ingin menolak membayar pajak, kalau
diperbolehkan. Kemauan politik diperlukan dalam mengenakan pajak,
menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan
bagaimana Pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan
memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Dengan adanya kemauan
politik seperti ini, maka diharapkan pajak pun dapat secara politis diterima
oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk

membayar pajak.

2.2.3. Ciri-Ciri Pajak Daerah.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan

daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai

berikut:

1.

Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara
penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu
besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun
secara tajam.

Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan

(benefir) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).
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2.2.4. Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah di Indonesia telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun 1997 dengan
dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Namun dalam perkembangannya UU No.18 Tahun 1997 dianggap kurang
memberikan peluang kepada Daerah untuk mengadakan pungutan baru.
Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada
daerah, namun harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada waktu
UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan
pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan
agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus
mendapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi Otonomi
Daerah. Seiring dengan keluarnya UU No0.22/1999 dan UU No0.25/1999, maka UU
No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting
guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam UU No.34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah
No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjelaskan jenis-
jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau
Kota.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan
Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah

ditentukan dalam UU tersebut. Dasar pengenaan tarif Pajak Daerah ada dalam UU
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No0.34/2000 Pasal 3 ayat (1).

Berikut jenis Pajak Daerah beserta tarif maksimal yang dapat dipungut oleh

Pemerintah Daerah :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

a.

b.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air 10% (sepuluh persen);
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 20% (dua puluh
persen).

Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah
Kabupaten atau Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
diserahkan kepada daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 30% (tiga
puluh persen);

Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan
kepada daerah Kabupaten atau Kota peling sedikit 70% (tujuh puluh
persen);

Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten atau Kota paling sedikit

70% (tujuh puluh persen).
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2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).
2.3. Pajak Hiburan

2.3.1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggarakan hiburan. Hiburan

adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau

keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh

setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk

berolah raga. Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan dengan dipungut

bayaran. Obyek pajak yang dimaksud meliputi:

a. Pertunjukan film

b. Pertunjukan/pagelaran seni drama, seni musik dan seni tari
tradisional.

c. Pertunjukan/ pagelaran seni drama, seni musik dan seni tari
modern.

d. Karaoke/ cafe dan sejenisnya.
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e. Permainan ketangkasan

f. Pertandingan olagraga

g. Pasar malam, sirkus, pameran dan sejenisnya.

h. Taman rekreasi, kolam pemancingan dan sejenisnya.
i. Persewaan video casette, laser disk dan sejenisnya.

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan
yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka
pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Subjek pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton
dan/atau menikmati hiburan. Adapun menurut UU No. 18 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak
Derah dan Retribusi, yang dimaksud wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi
atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan dan orang pribadi atau
badan yang menyelenggarakan hiburan. Sedangkan menurut PP No. 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah yang di maksud wajib pajak hiburan hanya orang
pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah penbayaran atau yang

seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.

2.3.2. Praktek Pemungutan Pajak Hiburan
Pemugutan pajak Hiburan di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman No. 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Pemungutan pajak dapat

dilakukan bergantung pada dua hal yang keadaan objek pajak dan kewenangan
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pungut. Pemungutan dapat diartikan suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetoran. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman menetapkan bahwa Pajak Hiburan yang terutang sebesar:
e Pertunjukan film sebesar 15%
o Pertunjukan/pagelaran seni drama, seni musik dan seni
tradisional sebesar 10%
e Pertunjukan/pagelaran seni drama, seni musik dan seni tari
modern sebesar 20%.
e Karaoke/ cafe dan sejenisnya sebesar 35%
e Permainan ketangkasan sebesar 35%
e Pertandingan olagraga sebesar 10%
e Pasar malam, sirkus, pameran dan sejenisnya sebesar 15%
e Taman rekreasi, kolam pemancingan dan sejenisnya sebesar
10%
e Persewaan video casette, laser disk dan sejenisnya sebesar 10%
Pajak Hiburan dipungut di seluruh wilayah daerah tempat Hiburan
berlokasi. Pajak Hiburan dapat dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment
System) atau dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Bupati (Official
Assessment System). Bagi Wajib Pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh Bupati
pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau

dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Bupati
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Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar
sendiri diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pembayaran Pajak Hiburan dilakukan di
kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan masa Pajak
Jjangka waktu lamanya satu bulan takwim. Formulir-formulir isian yang digunakan
untuk melaporkan, menghitung, membayar dan menyetorkan Pajak Daerah yang
terutang antara lain:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), merupakan surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar.

4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak SKPD diterima, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat

Tagihan Pajak Daerah (STPD).
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2.3.3. Evaluasi Pajak Hiburan

2.3.3.1 Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang
akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989). Biaya
yang dimaksud adalah jumlah dari biaya pendaftaran, pendataan, dan penetapan
besarnya pajak terutang, serta biaya penagihan. Sedangkan realisasi yang

dimaksud efisiensi untuk pajak hotel adalah :

Biaya Pemungutan Pajak

Efisiensi = Realisasi Pajak
Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi
yang dilakukan yaitu :
1. Sangat efisien, bila hasilnya < 20%;
2. Efisien, bila hasilnya 20% sampai 85%;

3. Tidak efisien, bila hasilnya > 85%.

2.3.3.2 Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan
suatu pajak dengan atau target yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002)'. Suatu
organisasi,program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan

bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi, 2007)
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Rumus pengukuran efektivitas untuk pemungutan pajak adalah :

Realisasi Pajak

Efektivitas = -
Target Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun
1997, tentang Efektivitas digolongkan dalam beberapa kategori :
1. sangat efektif : Diatas 100%
2. Efektif : 90% - 100%
3. Cukup efektif : 80% - 90%
4. Kurang efektif : 60% - 80%
5. Tidak efektif : Di bawah 60%
Ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas (Devas, 1989), yaitu :
1. Menghidari pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak;
2. Kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi
jumlah pajak terutang
3. Penipuan oleh petugas pajak, yang dilakukan dengan cara mengambil

sebagian dari penerimaan pajak.

2.3.3.3 Potensi Pajak Hiburan

Hiburan dibedakan menjadi dua, yaitu hiburan rutin dan hiburan insidentil.
Hiburan rutin meliputi bioskop, steam bath, panti pijat tradisional, nite club,
diskotik, pusat kesegaran jasmani, bilyard dan tempat hiburan lainnya. Hiburan

insidentil adalah hiburan yang diselenggarakan secara tidak tetap seperti
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pagelaran seni, pertandingan olah raga, pagelaran, pertunjukkan, dan lain
sebagainya yang menonton, menikmati, mempergunakan dipungut bayaran.

Komponen potensi hiburan rutin meliputi jumlah tempat duduk, jam main,
hari, harga tanda masuk. Sedang komponen potensi hiburan insidentil meliputi
jumlah penyelenggara hiburan, jumlah tempat duduk, hari dan tanda masuk.

Untuk menghitung potensi hiburan rutin(bioskop) dirumuskan sebagai
berikut:
PHr (bioskop) = jumlah kursi x jumlah hari x Jumlah Pertunjukan x tingkat
kunjungan x harga tanda masuk x Tarip Pajak

Atau:

PHr=KxJhxJpx Tkx HTM x 15%

Penjelasan:

PHr = Potensi Hiburan rutin (bioskop)

K = jumlah kursi (tempat duduk)
Jh = Jumlah Hari
Jp = Jumlah Pertunjukan

Tk = Tingkat Kunjungan

HTM = Harga Tanda Masuk

Tarip Pajak Hiburan 15%

Sedangkan untuk menghitung potensi hiburan rutin non bioskop
menggunakan rumus sebagai berikut :

PHr non bioskop = Jumlah Tiket yang disediakan x jumlah hari x Tingkat

Kunjungan x harga tanda masuk x Tarip Pajak Hiburan
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Atau:

PHir =SxDx TkxPr x 10%

2.4. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumardi (2004) melalui analisis
potensi dan realisasi Pajak Parkir Non Badan Jalan Kota Surakarta Tahun 2004
menyimpulkan bahwa pada prakteknya hasil Pajak Parkir tidak sesuai dengan
realisasinya atau belum bisa dimaksimalisasikan. Potensi Pajak Parkir sebenarnya
kota Surakarta pada tahun 2004 kurang lebih Rp. 177.511.250,00 namun baru
ditargetkan Rp.75.000.000,00 (63,82%) berarti potensi Pajak Parkir nempak
bahwa potensi masih cukup besar dengan ukuran rasio cakupan sebesar 26,59%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Syafiqurrahman (2005)
ditemukan bahwa masih banyak instansi atau perorangan yang mejalankan usaha
jasa Parkir yang berpotensi ditetapkan sebagai Wajib Pajak Parkir dan dapat
dipungut pajak dari Objek Pajak tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2007) ditemukan bahwa
pemungutan pajak di KPP Sidoarjo Timur dikategorikan sangat efisien dengan
tingkat rata-rata efisiensi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 sebesar 28%.
Pemungutan pajak di KPP Sidoarjo dikategorikan efektif dengan tingkat rata-rata
efektifitas 100,21%.

Hasil penelitian oleh Tri (2006) tentang efektifitas pemungutan pajak Hotel
dan pajak Restoran dalam meningkatkan PAD Kabupaten Klaten, Di dalam

penelitiannya tidak melakukan penelitian tentang potensi pajak hotel yang
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sesungguhnya di kab Klaten, hanya melakukan penelitian potensi pajak Hotel dan
pajak Restoran berdasarkan data yang diperoleh dari DIPENDA Kabupaten
Klaten, sehingga tidak diketahui riil pajak yang terutang oleh wajib pajak. Tapi
dipenelitian ini disimpulkan bahwa potensi pemungutan pajak Hotel dan pajak
Restoran sangat besar, namun pemerintah belum bisa memanfaatkannya.

Hasil penelitian oleh Indrianto (2007) melalui analisis potensi, efisiensi, dan
evektifitas pajak parkir di Kabupaten Sleman tahun 2007, menyimpulkan bahwa
sebenarnya potensi pajak parkir di Kabupaten Sleman sangat besar, namun
realisasinya belum bisa dimaksimalkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bramastyo (2008) melalui analisis potensi,
efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel dalan meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah daerah Kabupaten Temanggung, menyimpulkan bahwa terjadi
penurunan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD adalah rata-rata sebesar 15,29%.
Dan potensi pajak Hotel di Kabupaten Temanggung sangat besar tetapi

realisasinya belum maksimal.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah
(BPKKD) Kabupaten Sleman yang beralamat di JI. Parasamya No.3 Tridadi
Sleman, Sedangkan untuk obyek analisis, penulis menentukan tiga obyek yaitu
TAMAN WISATA CANDI PRAMBANAN yang berlokasi di Jalan Solo Km 16
Prambanan, MONUMEN YOGY A KEMBALI yang berlokasi di Dusun Jongkang
Sariharjo Ngaglik Sleman dan STUDIO 21 yang berlokasi gedung Ambarukmo
Plaza yang terletak di Jalan Laksda Adisucipto.

Peneliti mengambil tiga obyek tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa
disinyalir ada potensi temuan permasalahan yang terjadi pada praktik pemungutan
Pajak Hiburan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman terhadap ketiga
Obyek Pajak tersebut, dalam artian ketiga obyek tersebut merupakan kategori

Wajib Pajak besar.

3.2. Data Penelitian
Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
3.2.1 Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
(tidak melalui perantara), data diperoleh berupa hasil wawancara. Data primer

secara khusus diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak Badan
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Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman serta
melalui wawancara langsung kepada ketiga obyek penelitian yaitu TAMAN
WISATA CANDI PRAMBANAN yang berlokasi di Jalan Solo Km 16
Prambanan, MONUMEN YOGYA KEMBALLI yang berlokasi di Dusun Jongkang
Sariharjo Ngaglik Sleman dan STUDIO 21 yang berlokasi di Ambarukmo Plaza
yang terletak di Jalan Laksda Adisucipto.

Untuk hasil observasi ditemukan data sebagai berikut:

1. Taman Wisata Candi Prambanan

Taman Wisata Candi Prambanan terdiri dari 3 candi utama berketinggian 47
m dan dikelilingi candi-candi kecil yang disebut Perwara. Candi Prambanan
merupakan peninggalan Agama Hindu dari abad IX. Terletak di tepi jalan raya
Yogya-Solo 17 km arah timur kota Yogyakarta. Buka setiap hari pukul 06.00-
17.30 WIB dengan tiket masuk Rp. 8.000,- untuk umum, Rp 4.500,- untuk anak-
anak (<3 tahun) dan Rp. 4.500,- untuk Dispensasi (beli 100 Tiket hanya bayar 90
tiket). Fasilitas yang tersedia: museum arkeologi, audio visual, wartel, taman
bermain dan sebagainya. Kawasan candi dikelola Unit PT. Taman Wisata Candi

Prambanan, J1. Raya Yogya-Solo km 16, Prambanan, Yogyakarta.

Dari penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2008, penulis

pemberoleh data sebagai berikut:
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Jenis Pengunjung, Harga Tiket Masuk, dan Jumlah Pengunjung

Taman Wisata Candi Prambanan

No Jenis Pengunjung Harga Tiket Masuk Jumlah Tiket yang
Tersedia
1 Umum Rp 8.000 30.000
2 Anak-anak (<3 Th) Rp 4.500 3.500
3 Dispensasi Rp 4.500 15.000

Sumber: Candi Prambanan

Di Taman Wisata Candi Prambanan ini terdapat bulan sepi dan ramai.

Bulan ramai adalah bulan dimana terdapat liburan sekolah, yaitu bulan Juni dan

Januari. Sedangkan bulan sepi meliputi Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli,

Agustus, September, Oktober, dan November. Dengan asumsi bahwa 1 tahun

adalah 12 bulan, maka jumlah bulan ramai adalah 2 bulan dengan tingkat

kunjungan 70% dan jumlah bulan sepi adalah 10 bulan dengan tingkat kunjungan

25%. Kategori bulan dan jumlah bulan dapat dilihat dengan jelas dalam tabel

berikut ini:

Tabel 3.2.1.2

Kategori Bulan, Jumlah Bulan, dan Tingkat Kunjungan

Taman Wisata Candi Prambanan

Kategori Jumlah Bulan Tingkat Kunjungan
Sepi 10 25%
Ramai 2 70%
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2. Monumen Yogya Kembali

Monumen Yogya Kembali yang terletak di jalan Ringroad Utara, dusun
Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman dibangun pada tanggal 29 Juni 1985
dengan penanaman kepala kerbau dan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan HB
IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Pendirian monumen ini merupakan usulan
Dr.Ruslan Abdulgani dan Marsudi yang kemudian dilontarkan oleh kolonel
Soegiarto selaku Walikota Yogyakarta dalam peringatan Yogya kembali yang
diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 1983. Monumen ini kemudian diresmikan
pada tanggal 6 Juli 2006 oleh Presiden Soeharto dengan penandatanganan
Prasasti. Lokasi Pembangunan Monumen ditetapkan oleh Sri Sultan HB IX
dengan dasar pertimbangan letak di garis poros antara gunung merapi-Monumen
Yogya Kembali- Tugu Pal Putih-Keraton — Panggung Krapayak — Laut Selatan.
Pemilihan nama ”Yogya Kembali” mempunyai maksud sebagai Tetenger
peristiwa Sejarah dengan mundurnya tentara Belanda/Yogyakarta pada tanggal 29
Juni 1949 dan kembalinya Presiden Soekarno pada tanggal 6 Juli 1949 di
Yogyakarta. Pendirian Monumen Yogya Kembali disampinjg untuk mengenang
peristiwa bersejarah seperti tersebut diatas juga mempunyai tujuan lain, yaitu (1)
mengabadikan peristiwa kembalinya ibukota Yogyakarta ke tangan bangsa
Indonesia dan (2) memperingati kembalinya ibu kota Yogyakarta ke tangan
bangsa Indonesia sekaligus berakhirnya penjajahan kolonialis Belanda di

Indonesia.
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Koleksi Monumen Yogya Kembali terdiri atas henaldika, Kapal (miniatur),
Pesawat (miniatur), Kendaraan Tradisional, Senjata, Alat-alat Perhubungan,
Evokatif, Diorama, dan Relief-relief Perjuangan. Koleksi unggulannya berwujud
Diorama Panglima Besar Soedirman menghadap Presiden dan Wakil Presiden di

Istana Kepresidenan pada Tanggal 10 Juli 1949.

Fasilitas penunjang yang mendukung keberadaan Museum terdiri dari Ruang
Pengelola atau Ruang Bagian Umum lengkap dengan Ruang informasi,
perpustakaan, Ruang sebaguna, Ruang souvenir, Taman bermain anak-anak,

Ruang kesehatan, Mushola, dan Ruang Rias.

Tabel 3.2.1.3
Jumlah Pengunjung, Harga Tiket Masuk, dan Jumlah Pengunjung

Yayasan monumen Yogya Kembali

No | Jenis Pengunjung Harga Tiket Masuk Jumlah Tiket yang

Tersedia
1 Umum Rp. 5.000 20.000
2 Asing Rp. 7.500 100

Sumber: Yayasan Monumen Yogya Kembali

Di Yayasan Monumen Yogya Kembali ini terdapat dua bulan ramai, yaitu
pada saat liburan sekolah dengan tingkat kunjungan 80%. Pada bulan puasa
merupakan bulan sepi dengan tingkat kunjungan 20%, dan 9 bulan yang lain

merupakan bulan sedang dengan tingkat kunjungan 45%. Kategori bulan, jumlah
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Di Yayasan Monumen Yogya Kembali ini terdapat dua bulan ramai, yaitu
pada saat liburan sekolah dengan tingkat kunjungan 80%. Pada bulan puasa
merupakan bulan sepi dengan tingkat kunjungan 20%, dan 9 bulan yang lain
merupakan bulan sedang dengan tingkat kunjungan 45%. Kategori bulan, jumlah
bulan dan tingkat kunjungn hiburan dapat dilihat dengan jelas dalam tabel berikut
ini:

Tabel 3.2.1.4
Kategori Bulan dan Tingkat Kunjungan

Monumen Yogya Kembali

Kategori Jumiah Bulan Tingkat Kunjungan
Sepi 1 20%
Sedang 9 45%
Ramai 2 80%
3. Studio 21

Masyarakat Jogja akhirnya dapat kembali menonton bioskop dengan nyaman
berkat hadirnya Studio 21 di Yogyakarta. Bioskop yang menempati lantai tiga
gedung Ambarrukmo Plaza Yogyakarta ini menawarkan berbagai kenyamanan
menonton dengan menciptakan tempat yang representatif.

Terdiri dari lima studio, Studio 21 menayangkan film-film terbaru yang
harus di saksikan khususnya bagi pecinta film baik film domestik maupun

mancanegara. Dengan berbagai fasilitas standar yang ditawarkan, kita akan benar-
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waktu di area Studio 21 dengan bermain game atau nongkrong di cafe pada
bagian depan bioskop. Fasilitas yang disediakan sebagai berikut; lima studio, cafe,
game canter, dan toilet.

STUDIO 21 mengambil Lokasi di Ambarukmo Plaza di Jalan Laksda
Adisucipto (J1. Solo) sebagai tempat penyelenggaraan Hiburan. Tarif Hiburan
yang dikenakan kepada penggunjung atau konsumennya sebesar Rp.25.000,00

untuk Sabtu dan Minggu dan Rp.15.000.00 untuk hari biasa.

Dari penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2008, penulis pemberoleh

data sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.5

Jumlah Pengunjung, Harga Tiket Masuk, dan Jumlah Pengunjung

Studio 21
No Jenis Pengunjung Harga Tiket Masuk
1 Hari Biasa Rp.15.000
2 Sabtu, Minggu Rp. 25.000

Sumber: Studio 21
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Terdapat 3 Kriteria hari di Studio 21, yaitu hari sepi pada hari Senin, hari normal
pada hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Hari ramai pada hari Sabtu dan
Minggu. Hal ini berarti dalam 1 tahun terdapat, 48 hari untuk hari sepi, 216 hari
untuk hari normal dan 96 hari untuk hari ramai. Tingkat kunjungan pada hari sepi,
normal dan ramai masing-masing adalah 60% 45% dan 90%. Kategori hari,
jumlah hari dan tingkat kunjungan hiburan dapat dilihat dengan jelas dalam tabel
berikut ini:
Tabel 3.2.1.6

Kategori Hari, Jumlah Hari dan Tingkat Kunjungan

Studio 21
Kategori Jumlah Hari Tingkat Kunjungan
Sepi 48 45%
Normal 216 60%
Ramai 96 90%

3.2.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang
peneliti peroleh dari buku-buku, artikel, Undang-Undang dan Peraturan Daerah

(Perda) yang berlaku.
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Jenis Data yang digunakan meliputi:
3.2.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2003 - 2007

Data target dan realisasi pendapatan dari pos pajak daerah tahun 2003-
2007, serta tabel kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah Kabupaten

Sleman tahun 2003-2007, sebagai berikut:
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Tabel 3.2.2.1.2
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007

Tahun Realisasi Pajak Total Pajak Kontribusi
Anggaran Hibuaran Daerah Pajak (%)
2003 587.364.697,21 24.907.210.488 2.35%
2004 887.618.389,86 | 35.217.823.267,07 2.52%
2005 835.458.981,41 | 36.638.630.959,38 2.28%
2006 959.433.926,28 | 37.979.313.374,32 2.53%
2007 2.035.377.677,33 | 50.287.655.731 4.05%

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah
rata-rata 2,75% (dua koma enam persen) hanya pada tahun 2007 saja yang
mengalami peningkatan hingga 4,05% berarti peningkatan pajak Hiburan semakin
lama semakin meningkat.
3.2.2.2 Data Biaya Pemungutan Pajak

Data biaya pemungutan pajak mulai dari biaya pendaftaran dan pendataan,
biaya penetapan, dan biaya penagihan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten

Sleman.

3.3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kegiatan langsung ke
obyek penelitian, teknik yang digunakan meliputi:
1. Wawancara
Wawancara (interview) dengan pihak BPKKD yaitu bapak Drs. Wahyu

Wibowo selaku Kepala Sub Bid Penetapan dan seluruh staf/ karyawan
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secara langsung untuk memperoleh data yang berhubungan dengan praktik
pemungutan Pajak Hiburan, temuan masalah atau hal-hal yang
berhubungan dengan Wajib Pajak Hiburan yang digunakan oleh peneliti

sebagai obyek penelitian.

. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan

untuk dijadikan data penelitian.

. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan
pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang dijumpai, kegiatan yang
dilakukan oleh peneliti adalah kegiatan melihat langsung obyek hiburan
yang akan diteliti dan mencatat berapa penyetoran tiap bulan kepada

BPKKD melalui SKPD.
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BAB1V

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Perkembangan perekonomian yang begitu pesat di Kabupaten Sleman
ditandai dengan munculnya tempat atau lokasi pariwisata sehingga para turis yang
akan mengunjugi tempat-tempat tersebut tidak mungkin hanya dalam satu hari.
Dalam perkembangannya banyak wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar
negeri yang datang mengunjungi lokasi sejarah yang ada di Indonesia, khususnya
Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan banyak sejarah tentang berdirinya
negeri ini. Hal ini yang menarik bagi wisatawan untuk dapat mengetahui sejarah-
sejarah yang ada. Banyaknya lokasi sejarah dan lokasi wisata yang ada di Daerah
Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman, memberikan kontribusi
pendapatan asli daerah yang besar bagi pemerintah.

Penyelenggaraan lokasi wisata dan lokasi sejarah tersebut merupakan obyek
Pajak Hiburan, disebutkan dalam perundangan Pemerintah Pusat diatur dalam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 revisi atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Pajak Hiburan
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 1998.
Bahwa Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas

penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau
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keramaian dan atau penggunaan fasilitas untuk berolahraga, dengan nama dan
bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut
bayaran. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk baik
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.. Wajib pajak adalah
adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang
terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Subyek pajak adalah

orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten
Sleman merupakan gabungan 4 (empat) unit instansi yaitu unit belanja yang
dikelola oleh bidang keuangan, unit pendapatan yang dikelola oleh Dinas
Pendapatan Daerah, unit kekayaan yang dikelola oleh bidang perlengkapan.
Dalam hal ini Pajak Daerah dikelola langsung oleh bidang pendapatan, bidang
pendapatan sendiri terdiri dari 4 (empat) sub bidang yaitu

a. Sub bidang Pendapatan.
b. Sub bidang Penetapan.
c. Sub bidang Penagihan.
d. Sub bidang Pendapatan Daerah Lain.

Sebagai badan yang ditunjuk oleh Bupati sebagai badan yang mengelola dan
mengatur semua pemasukan daerah yang berasal dari Pajak Daerah juga
menangani pembayaran, pendaftaran, pendataan, penetapan besarnya pajak

terutang, dan Penagihan. Semua pemasukan dari Pajak Daerah masuk ke kas
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daerah yang kemudian digunakan oleh daerah untuk membiayai rumah tangga

Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

Saat ini BPKKD sedang mengalami kewalahan menghadapi Wajib Pajak

yang kurang bijak dalam melakukan pembayaran, mereka sering menunggak

dalam pembayaran pajak nya, padahal sosialisasi sudah sering dilaksanakan oleh

BPKKD. Diantara Wajib Pajak Yang kurang bijak tersebut adalah Wajib Pajak

yang berpotensi besar untuk pemasukan daerah. Penulis mengambil 3 (tiga) wajib

Pajak sebagai obyek penelitan diantaranya, adalah:

1.

4.

TAMAN WISATA CANDI PRAMBANAN dengan nomor NPWPD
4.0032589.09.06 yang menyelenggarakan Hiburan di Jalan Solo Km.16
Prambanan. Wajib Pajak ini mengenakan Tiket masuk untuk penggunjung
sebesar Rp.8.000,00 untuk umum Rp.4.500 untuk Anak-anak dan Rp
4.500 untuk dispensasi.

MONUMEN  YOGYA KEMBALI dengan nomor NPWPD
4.0001027.12.01 yang menyelenggarakan Hiburan di Jongkang, Sariharjo,
ngaglik, Sleman. Wajib Pajak ini mengenakan tiket masuk untuk
Pengunjung sebesar Rp.4.000 untuk Umum dan Rp.7.500 untuk
Wisatawan Asing.

STUDIO 21 NPWPD dengan 4.0059283.07.01 yang menyelenggarakan
Hiburan di J1. Adisucipto. Wajib Pajak ini mengenakan tiket masuk untuk
Pengunjung sebesar Rp.15.00,00 untuk hari biasa dan Rp.25.000,00 untuk
Sabtu dan Minggu.

BPKKD menggunakan self assessment system dalam Pemungutan ketiga
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Wajib Pajak tersebut, kebijakan tersebut diambil karena Wajib Pajak telah
melakukan pembukuan untuk melaporkan Pajak Hiburan terutang setiap

bulannya.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.2.1 Analisis Efisiensi

Pengukuran efisiensi penerimaan Pajak Hiburan dilakukan dengan
membagi biaya pemungutan yang terdiri dari biaya Pendaftaran dan pendataan,
penetapan, serta biaya penagihan dengan realisasi pemungutan Pajak Hiburan.

Efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Biaya Pemungutan Pajak

Efisiensi = ——
Realisasi Pajak

Biaya pemungutan Hiburan Candi Prambanan dapat ditunjukkan dari tabel

dibawah ini:
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Tabel 4.2.1.1
Biaya Pemungutan Pajak Hiburan
BPKKD Kabupaten Sleman

Tahun 2003-2607

Tahun
No Koglatan 2003 2004 2005 2006 2007

Pendaftaran
dan

1 | Pendataan 21436000 27924000 44477000 54941000 42067000
Penetapan 20950000 30584500 36390000 51971000 45432000

3 | Penagihan 76,003,000 63829500 53913000 41578000 80771000
Jumlah 118,389,000 | 122,338,000 | 134,780,000 | 148,490,000 | 168,270,000

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman

Dari rumus diatas, dapat diperoleh perhitungan tingkat efisiensi pajak
Hiburan di Kabupaten Sleman sebagai berikut:
Tabel 4.2.1.2
Tingkat Efisiensi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman

Tahun 2003-2007

Biaya
No | Tahun Pemungutan Realisasi Tingkat Keterangan
Pajak Hiburan Pajak Hiburan

(Rp) (Rp) Efisiensi (%)
1 2003 118,389,000 587,364,697,21 20,15 Efisien
2 2004 122,338,000 887,618,389,86 13,78 Sangat Efisien
3 2005 134,780,000 835,458,981 41 16,13 Sangat Efisien
4 2006 148,490,000 959,443,926 ,28 15,47 Sangat Efisien
5 2007 168,270,000 2,035,377,677,33 8,27 Sangat Efisien

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)
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Tingkat efisiensi dari tahun pertama di jalankannya pemungutan Pajak
Hiburan yaitu tahun 2003 adalah 20,15% masuk pada kategori efisien, Pada tahun
2004 dengan besarnya biaya pemungutan Rp 118.389.000,-, realisasi penerimaan
Pajak Hiburan meningkat mencapai Rp 887.618.389,86 tingkat efisiensi menjadi
13,78% masuk pada kategori sangat efisien. Tahun 2005 tingkat efisiensi menjadi
16,13% (sangat efisien). Tahun 2006 tingkat efisiensi menunjukkan rasio 15,47%
(sangat efisien) dan tahun 2007 tingkat efisiensi menjadi 8,27% (sangat efisien).
Kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan di atas adalah bahwa
pemungutan Pajak Hiburan yang dijalankan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari

tahun ke tahun semakin efisien.

4.2.2 Analisis Efektivitas

Efektfitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu
mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur
hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah
ditetapkan (Mardiasmo, 2002).
Untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak hiburan di Kabupaten Sleman dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi Pajak HB

Efektivitas =
Target Pajak HB
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Target Penerimaan Pajak Hiburan ditentukan dengan cara:
e Penerimaan tahun lalu dijadikan acuan untuk menentukan target tahun
berikutnya.
e Dilakukan pendataan bagi wajib pajak hiburan yang baru dan dsihitung
estimasinya.
Dibawah ini tabel 4.2.2.1 menggambarkan perhitungan Efektivitas Penerimaan

Pajak Hiburan Kabupaten Sleman.

Tabel 4.2.2.1
Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Sleman

Tahun 2003-2006

No Tahun Target Realisasi Tingkat Keterangan
Pajak Hiburan
(Rp) Pajak Hitnwran (Rp) | Efektivitas (%)
1 2003 550,000,000 587,364,697,21 106,80 Sangat Efektif
2 2004 600,000,000 887,618,389,86 147,93 Sangat efektif
3 2005 800,000,000 835,458,981,41 104,43 Sangat Efektif
4 2006 900,000,000 959,443,926,28 106.60 Sangat Efektif
5 2007 1,500,000,000 2,035,377,677,33 135,70 Sangat Efektif

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan

oleh BPKKD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan secara terus menerus
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dari tahun 2003 sebesar 106,80% (sangat efektif) menjadi 135,70 % (sangat
efektif) pada tahun 2007. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah tingkat
efektivitas pemungutan Pajak Hiburan menunjukkan progress peningkatan dalam
artian semakin meningkat dari tahun ke tahun.
4.2.3 Analisi Potensi Pajak Hiburan

Potensi Pajak Hiburan merupakan kemampuan yang ada di suatu daerah
untuk menghasilkan penerimaan Pajak Hiburan. Penghitungan potensi hiburan ini
di bedakan antara hiburan rutin (Bioskop) dan Hiburan rutin bukan bioskop.

Untuk menghitung potensi hiburan rutin(bioskop) dirumuskan sebagai
berikut:
PHr (bioskop) = jumlah kursi x jumlah hari x Jumlah Pertunjukan x tingkat
kunjungan x harga tanda masuk x Tarip Pajak

Atau:

PHr=K x Jh x Jpx Tk x HTM x 15%

Penjelasan:

PHr = Potensi Hiburan rutin (bioskop)

K = jumlah kursi (tempat duduk)
Jh = Jumlah Hari
Jp = Jumlah Pertunjukan

Tk = Tingkat Kunjungan
HTM = harga tanda masuk
Tarip Pajak Hiburan 15%

Sedangkan untuk menghitung potensi hiburan rutin non bioskop
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menggunakan rumus sebagai berikut :

PHr non bioskop = Jumlah Tiket yang disediakan x jumlah hari x Tingkat
Kunjungan x harga tanda masuk x Tarip Pajak Hiburan

Atau: PHir=SxDx TkxPr x 10%
4.2.3.1 Potensi Hiburan Taman Wisata Candi Prambanan

Taman wisata candi Prambanan mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak
NPWPD 4.0032589.09.06. terdiri dari tiga candi utama berketinggian 47 m dan
dikelilingi candi-candi kecil yand disebut Perwara. Taman Wisata Candi
prambanan merupakan peninggalan Agama Hindu dari abad IX.

Berikut ini adalah tabel ketetapan pajak hiburan tahun 2007 untuk Candi

Prambanan :
Tabel 4.2.3.1.1
Data SKPD Taman Wisata Candi Prambanan
Tahun 2007
No | Bulan SKPD

1 { Januari 22959450.1

2 | Februari 14975548.8

3 | Maret 17693910.1

4 | April 17613585.65

5 | Mei 23234536.43

6 | Juni 31153066.05

7 | Juli 43015303.75

8 | Agustus 31173717.01

9 | September 24616628.65

10 | Oktober 44942343.3

11 | November 2205973.3

12 | Desember 32796757.25
JUMLAH 306380820.4

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman
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Dari data diatas, Taman Wisata Candi Prambanan membayar pajak
hiburan satu tahunnya pada tahun 2007 sebesarRp 306.380.820,4

Di Taman Wisata Candi Prambanan ini terdapat bulan sepi dan ramai.
Bulan ramai adalah bulan dimana terdapat liburan sekolah, yaitu bulan Juni dan
Januari. Sedangkan bulan sepi meliputi Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli,
Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Dengan asumsi bahwa 1
tahun adalah 12 bulan, maka jumlah bulan ramai adalah 2 bulan dengan tingkat
kunjungan 70% dan jumlah bulan sepi adalah 10 bulan dengan tingkat kunjungan
25%. Estimasi hasil Potensi Pajak Hiburan sesungguhnya dapat dihitung dalam

tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.2.3.1.2

Analisis Potensi Pajak Hiburan

Taman Wisata Candi Prambanan

Jml Tiket yang DisediakanxJml
BulanxTingkat KunjunganxTarip
Kategori | Jumlah | Jumlah Tiket yang Disediakan Tingkat Tarip Harga Tiket Masuk PajakXHTM Total
Anak-

Bulan | Umum anak Dispensasi | Kunjungan | Pajak | Umum | Anak-anak Dispensasi Umum Anak-anak | Dispensasi (Rp)
Ramai 2 300000 45000 150000 70% 10% 8000 4500 4500 336000000 | 28350000 | 94500000 | 458850000
Sepi 10 300000 45000 150000 25% 10% 8000 4500 4500 600000000 | 50625000 | 168750000 | 819375000
TOTAL 1278225000

Sumber: Data Primer tahun 2007(data diolah)

Keterangan:

Tingkat Kunjungann diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Obyek Pajak

Harga Tiket Masuk:

Umum = @Rp 8.000
Anak-anak (<3 th) = @Rp 4.500
Dispensasi

= @Rp 4.500 (Rombomgan 100 orang hanya bayar 90 Orang)

Tarip Pajak 10%
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Dari perhitungan diatas, ditemukan estimasi potensi pajak hiburan terutang Taman
Wisata Candi Prambanan per tahunnya, diperoleh angka sebesar Rp
1.278.225.000. Pajak Hiburan terutang yang ditetapkan oleh BPKKD melalui
SKPD adalah Rp306.380.820,40. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak
Hiburan dengan Pajak Hiburan terutang Taman Wisata Candi Prambanan menurut
SKPD sebesar Rp 971.844.180 atau 76,03% merupakan potensi Pajak Hiburan
yang masih dapat dipungut dan digali kembali agar praktek pemalsuan dokumen

dalam pajak bisa dihindari.

4.2.3.2 Potensi Hiburan Monumen Yogya Kembali

Monumen Yogya Kembali mulai terdaftar sebagai wajib pajak dengan
NPWPD 4.0001027.12.01. Monumen Yogya Kembali ini dibangun pada tanggal
29 Juni 1985 dengan penanaman kepala kerbau dan peletakan batu pertama oleh
Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Monumem ini kemudian
diresmikan pada tanggal 6 Juli 2006 oleh preiden Soeharto dengan
penandatanganan prasasti. Koleksi yang dimiliki oleh monumen ini sangat
lengkap berikut fasilitas yang disediakan.

Berikut ini data tentang ketetapan Pajak Hiburan tahun 2007 untuk

Monumen Yogya Kembali.
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Tabel 4.2.3.2.1

Data SKPD Monumen Yogya Kembali

Tahun 2007

No Bulan SKPD
1 | Januari 6.738.750
2 | Februari 2.229.500
3 | Maret 3.223.250
4 | April 3.044.000
5 | Mei 4.854.000
6 | Juni 12.205.000
7 | Juli 5.463.750
8 | Agustus 1.453.250
9 | September 1.011.500
10 | Oktober 7.157.500
11 | November 2.204.500
12 | Desember 4.959.250
JUMLAH 54.544.250

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman

Dari data diatas dapat diketahui Monumen Yogya Kembali membayar pajak tahun
2007 sebesar Rp 54.544.250

Di Monumen Yogya Kembali ini terdapat dua bulan ramai, yaitu pada saat
liburan sekolah, yaitu bulan Juni dan Januari dengan tingkat kunjungan 80%. Pada
bulan puasa merupakan bulan sepi dengan tingkat kunjungan 20%, dan 9 bulan
yang lain merupakan bulan sedang dengan tingkat kunjungan 45%. Estimasi hasil

Potensi Pajak Hiburan sesungguhnya dapat dihitung dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.2.3.2.2
Analisis Potensi Pajak Hiburan

Monumen Yogya Kembali

Jmi Tiket yang
disediakanxJmi
BulanxTingkat
Jumiah Tiket yang KunjunganxTarip
Kategori | Jumilah Disediakan Tingkat Tarip Harga Tiket Masuk PajakxHTM Total
Bulan Umum | Wisman | Kunjungan Pajak Umum | Wisman Umum Wisman {Rp)
Sepi 1 20000 100 20% 10% 5000 7500 2000000 15000 2015000
Sedang 9 20000 100 45% 10% 5000 7500 40500000 303750 40803750
Ramai 2 20000 100 80% 10% 5000 7500 16000000 120000 16120000
TOTAL 58938750
Sumber: Data Primer tahun 2007 (data diolah)
Keterangan:
Tingkat Kunjungan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan obyek pajak
Harga Tiket Masuk:
Umum : @Rp 5.000
Wisman :@Rp 7.500

Tarip Pajak 10%
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Dari perhitungan diatas, ditemukan estimasi potensi pajak hiburan terutang
Monumen Yogya Kembali per tahunnya sebesar Rp 58.938.750. Pajak terutang
yang ditetapkan oleh BPKKD melalui SKPD adalah Rp54.544.250. Selisih antara
estimasi potensi sebenarnya Pajak Hiburan dengan Pajak Hiburan terutang
Monumen Yogya Kembali menurut SKPD sebesar Rp 4.394.500 atau 7,45%

merupakan potensi Pajak Hiburan yang masih dapat dipungut.

4.2.3.3 Potensi Pajak Hiburan Studio 21

Studio 21 merupakan obyek wisata pemutaran film atau bioskop. Studio
21 dikelola oleh PT. Nusantara Sejahtera Raya mulai terdaftar sebagai wajib pajak
hiburan dengan NPWPD 4.0059283.07.01 mengambil lokasi di lantai tiga gedung
Ambarukmo Plaza Yogyakarta ini menawarkan berbagai kenyamanan menonton
dengan menciptakan tempat yang representatif.

Terdiri dari lima studio, Studio 21 menayangkan film-film terbaru yang
harus disaksikan khususnya bagi pencinta film. Fasilitas yang diberikan selain
fasilitas standar, seperti toilet juga terdapat area bermain game atau nongkrong di
cafe pada bagian depan bioskop.

Data tentang ketetapan Pajak Hiburan Studio 21 pada tahun 2007, sebagai

berikut.



Tabel 4.2.3.3.1
Data SKPD Studio 21
Tahun 2007

No Bulan SKPD

1 | Januari 74.452.500

2 | Februari 64.269.500

3 | Maret 77.060.250

4 | April 97.345.125
5 | Mei 173.285.250
6 | Juni 113.497.500
7 | Juli 146.742.750

8 | Agustus 82.749.375

9 | September 62.872.500

10 | Oktober 98.624.250

11 | November 83.809.500
12 | Desember 141.537.000

JUMLAH 1.216.245.500

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman
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Dari data diatas dapat diketahui Studio 21 Kembali membayar pajak tahun

2007 sebesar Rp 1.216.245.500

Terdapat 3 kriteria hari di Studio 21, yaitu hari normal pada hari Selasa,

Rabu, Kamis dan Jumat. Hari Senin merupakan hari sepi. Hari ramai pada hari

Sabtu dan Minggu. Hal ini berarti dalam 1 tahun terdapat 216 hari untuk hari

normal, 48 hari untuk hari sepi dan 96 hari merupakan hari ramai. Tingkat

kunjungan pada hari sepi, normal, dan ramai masing-masing adalah 45%, 60%,

dan 90%. Estimasi hasil Potensi Pajak Hiburan sesungguhnya dapat dihitung

dalam tabel sebagai berikut:
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Analisis Potensi Pajak Hiburan
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Studio 21
Tarip

Kategori K HTM Jh Jp Tk Pajak Total (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 =2*3*4*5*6*7
sepi 900 15000 48 6 45% 15% 262440000
Normal 900 15000 216 6 60% 15% 1574640000
Ramai 900 25000 96 6 90% 15% 1749600000
Total 3586680000

Sumber: Data Primer tahun 2007 (data diolah)

Keterangan:
Harga Tiket Masuk:

Hari Biasa

Sabtu,Minggu

@Rp 15.000
@Rp 25.000
K : Jumlah Kursi
Jh : Jumlah Hari dalam 1 tahun

Jp : Jumlah Pertunjukan

Tk : Tingkat Kunjungan yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan obyek pajak

Dari data diatas, ditemukan estimasi potensi Pajak Hiburan Studio 21 per

per tahunnya, diperoleh angka sebesar Rp 3.586.680.000. Sedangkan Pajak

Hiburan yang dibayarkan oleh Studio 21 tiap tahunnya berkisar antara Rp

1.216.245.500. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Hiburan dengan

Pajak Hiburan yang dibayarkan oleh Studio 21 sebesar Rp 2.370.434.500 atau

66,09% merupakan potensi pajak yang masih dapat dipungut.

4.3. Resume Analisis Potensi Pajak Hiburan

BPKKD menectapkan besamya pajak terutang untuk ketiga Wajib Pajak

dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD ini
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4.3. Resume Analisis Potensi Pajak Hiburan
BPKKD menetapkan besarnya pajak terutang untuk ketiga Wajib Pajak
dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD ini

merupakan anggaran atau target pemunutan atas Pajak Hiburan masing-masing

Wajib Pajak.
Tabel 4.3.1
Perbandingan Analisis Potensi Pajak Hiburan
Tahun 2007
SKPD dari Potensi yang masih dapat
Waijib BPKKD Estimasi Potensi dipungut/ selisih
No Pajak (Anggaran) Penulis BPKKD
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 Candi Prambanan 306.380.820,4 1.278.225.000 971.844.180 76,03
2 | MonumenYogya Kembali 54.544.250 58.938.750 4.394.500 745
3 Studio 21 1.216.245.500 | 3.586.680.000 | 2.370.434.500 66,09

Sumber: Data Primer tahun2007 (data diolah)

Tabel di atas adalah perbandingan antara analisis potensi yang dilakukan
oleh Penulis dan Hasil pantauan BPKKD terhadap SKPD yang telah diterbitkan.
Dari tabel di atas diasumsikan bahwa estimasi menurut penulis dan
pemantauan BPKKD merupakan potensi sebenarnya yang dapat dipungut dari
Wajib Pajak tersebut. Selisih dari potensi sebenarnya dengan pajak terutang yang
tersirat dalam SKPD adalah potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak.
Dapat disimpulkan bahwa potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib

Pajak adalah sebagai berikut:
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TAMAN WISATA CANDI PRAMBANAN Potensi yang masih dapat
dipungut dari Wajib Pajak oleh BPKKD adalah 971.844.180 atau 76,03%
dari Potensi sebenarnya.

MONUMEN YOGYA KEMBALI Potensi yang masih dapat dipungut dari
Wajib Pajak oleh BPKKD adalah Rp 4.394.500 atau 7,45% dari Potensi

sebenarnya.

. STUDIO 21 Potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak oleh

BPKKD per tahunnya adalah Rp 2.370.434.500 atau 66,09% dari Potensi

sebenarnya.
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BABYV

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik obyek pajak Hiburan,
dengan diketahuinya karakteristik masing-masing obyek dapat digunakan sebagai
dasar pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke Pemerintah Kabupaten
Sleman. Mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hiburan sebenarnya di
Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktek
pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman. Mengetahui jumlah pendapatan
Pemerintah Daerah dari Pajak Hiburan dengan dasar temuan potensi Pajak
Hiburan di Kabupaten Sleman. dan Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas
praktek pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten
Sleman dari tahun ke tahun.

Dari hasil analisa yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman No.9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dan
mulai ditargetkan dalam struktur penerimaan Daerah tahun 2003 dengan
target sebesar Rp.550.000.000,- yaitu 2,85% dari target Pajak Daerah
sebesar Rp.19.300.000.000,-.

2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah diatas 2% (dua persen)

hanya pada tahun 2007 saja yang mengalami peningkatan hingga 4,05%
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meskipun demikian pajak hiburan dapat meningkatkan pendapatan daerah
melalui sektor Pajak Daerah. Sehingga Pajak Hiburan harus mampu
dimaksimalkan.

. Subyek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menonton
dan/ menikmati hiburan. Obyek Pajak adalah segala sesuatu yang akan
dikenakan pajak, dan Wajib Pajak adalah subyek pajak yang menurut
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk Pemungut atau
Pemotong Pajak.

. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau badan yang
menyelenggarakan hiburan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak
lain yang menjadi tanggungannya. Hiburan adalah semua jenis
pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian
dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap
orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk

berolah raga.

Tingkat efisiensi dari tahun pertama di pemungutan Pajak Hiburan yaitu
tahun 2003 adalah 20,15% masuk pada kategori efisien. Pada tahun 2004
dengan besarnya biaya pemungutan yang meningkat Rp 122.338.000,
realisasi penerimaan Pajak Hiburan meningkat mencapai Rp
887.618.389,86 tingkat efisiensi menjadi 13,78% masuk pada kategori
sangat efisien. Tahun 2005 tingkat efisiensi menjadi 16,13% (sangat

efisien). Tahun 2006 tingkat efisiensi menunjukkan rasio 15,47% (sangat
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efisien) dan pada tahun 2007 tingkat efisiensi menjadi 8,27 (sangat
Efisien). Kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan di atas adalah
bahwa pemungutan Pajak Hiburan yang dijalankan oleh BPKKD

Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien.

. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh BPKKD Kabupaten
Sleman meningkat dari tahun 2003 sebesar 106,80% (sangat efektif)
menjadi 147,93% (sangat efektif) pada tahun 2004. Tingkat efektivitas
turun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 pada rasio 104,43% (sangat
efektif) dan stabil lagi menjadi 106,60% (sangat efektif) pada tahun 2006
dan kembali naik pada tahun 2007 yaitu pada rasio 135,70% (sangat
efektif). Kesimpulan yang dapat di ambil adalah tingkat efektivitas
pemungutan Pajak Hiburan menunjukkan progress dalam artian berjalan
meningkat dari tahun ke tahun.

. Estimasi Pajak Hiburan terutang TAMAN WISATA CANDI
PRAMBANAN per tahunnya diperoleh angka sebesar Rp 1.278.225.000.
Pajak Hiburan terutang yang ditetapkan oleh BPKKD melalui SKPD
adalah Rp306.380.820,40. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya
Pajak Hiburan dengan Pajak Hiburan terutang Candi Prambanan menurut
SKPD sebesar Rp 971.844.180 atau 76,03% dari Potensi sebenarnya.

. Estimasi Pajak Hiburan terutang MONUMEN YOGYA KEMBALI per
tahunnya sebesar Rp 58.938.750. Pajak terutang yang ditetapkan oleh
BPKKD melalui SKPD adalah Rp54.544.250. Selisih antara estimasi

potensi sebenarnya Pajak Hiburan dengan Pajak Hiburan terutang
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Monumen Yogya Kembali menurut SKPD sebesar Rp 4.394.500 atau
7,45% dari Potensi sebenarnya.

9. Estimasi Pajak Hiburan terutang STUDIO 21 per tahunnya diperoleh
angka sebesar Rp Rp 3.586.680.000. Sedangkan Pajak Hiburan yang
dibayarkan oleh Studio 21 tiap tahunnya berkisar antara Rp 1.216.245.500.
Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Hiburan dengan Pajak
Hiburan yang dibayarkan oleh Studio 21 sebesar Rp 2.370.434.500 atau
66,09% dari potensi sebenarnya.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik
pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, penelitian
ini masih mengandung keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Jumlah sampel yang dambil penulis terbatas tiga objek penelitian sehingga
kurang dapat mencerminkan potensi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman.

2. Waktu observasi dan pemantauan pada objek penelitian yang terbatas
hanya satu tahun setiap obyek penelitian.

3. Kurang ada spesifikasi secara mendalam tentang karakteristik waktu
pemantauan.

5.3. Saran

Agar pemungutan Pajak Hiburan dapat dipraktekkan sesuai dengan harapan
kita semua sehingga terciptanya keadilan serta tujuan bersama yaitu pembangunan
daerah dan kesejahteraan masayarakat, penulis menyampaikan saran sebagai

berikut:
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. Hendaknya BPKKD selaku fiskus harus meningkatkan intesifitas
sosialisasi Pajak Hiburan dan pelayanan Pajak Hiburan kepada Wajib
Pajak Hiburan sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Hiburan.

. Perlu penghitungan potensi secara dinamis dari waktu ke waktu mengingat
potensi Pajak Hiburan senantiasa berkembang seiring dengan
perkembangan perekonomian daerah.

. Bagi Wajib Pajak Hiburan hendaknya terbuka dalam melaporkan
pendapatan per bulan agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak
terutangnya, schingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan
prinsip keadilan.

. Supaya Pajak Hiburan dapat ditingkatkan dengan maksimal hendaknya
Pemerintah Daerah Sleman meningkatkan pariwisata di Sleman seperti
promosi daerah wisata, tidak hanya melalui koran atau televisi tetapi
melalui internet, agar dunia luar tahu sehingga pariwisata di daerah
Sleman ini mencapai internasional.

. Agrowisata yang selama ini agak terlupakan hendaknya lebih
dimanfaatkan dan ditingkatkan lagi dalam meningkatkan potensi Hiburan
yang ada di wilayah Sleman. Karena sekarang banyak orang yang mencari
sesuatu yang berbeda dalam mengisi liburan. Agrowisata jika lebih
ditingkatkan keberadaannya dan lebih dibudayakan dengan promosi yang
gencar dan pembenahan di segala bidang dapat menarik wisatawan dalam

negeri maupun wisatawan luar negeri yang ingin menikmati hasil
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kekayaan dalam negeri ada di wilayah Sleman tidak usah jauh-jauh
mencari ke daerah asalnya.

. Selain meningkatkan pariwisata dan agrowisata juga tidak melupakan
kebudayaan daerah, seperti mengadakan kesenian Ramayana tidak pada
saat malam bulan purnama saja tetapi diselenggarakan setiap 2 minggu
sekali. Masyarkat dalam negeri pun bisa antusias dalam mendalami dan
mengerti budaya sendiri tidak hanya orang luar negeri saja yang bisa
menikmati budaya dalam negeri. Jika ini mampu dimanfaatkan maka
wisatawan akan banyak berwisata di obyek wisata yang berada di wilayah
Sleman ini. Sehingga potensi Hiburan di Kabupaten Sleman mampu di

maksimalkan dengan baik.
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LAMPIRAN
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
BPKKD SLEMAN
(dalam Rupiah)

Tahun Target Realisasi
2003 | 550.000.000 587.364.697,21
2004 | 600.000.000 887.618.389,86
2005 | 800.000.000 835.458.981,41
2006 | 900.000.000 959.443.926,28
2007 | 1.500.000.000 |2.035.377.677,33

Sumber : BPKKD Sleman (data diolah)
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PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BPKKD SLEMAN

(dalam Rupiah)

Tahun Target Realisasi
2003 19.300.000.000 | 24.907.210.488
2004 28.327.600.000 | 35.217.823.267,07
2005 33.067.768.825 | 36.638.630.959,38
2006 32.750.000.000 | 37.979.313.374,32
2007 40.125.000.000 | 50.287.665.731,91

Sumber :

BPKKD Sleman (data diolah)



Biaya Pemungutan Pajak Hiburan
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BPKKD Sleman
2003-2007
(dalam rupiah)
No Kegiatan Tahun
2003 2004 2005 2006 2007

Pendaftaran dan

Pendataan 21436000 27924000 44477000 54941000 42067000
2 | Penetapan 20950000 30584500 36390000 51971000 45432000
3 | Penagihan 76,003,000 63829500 53913000 41578000 80771000

Jumlah 118,389,000 | 122,338,000 | 134,780,000 | 148,490,000 | 168,270,000

Sumber : Administrasi bag.Pendapatan BPKKD Sleman (data diolah)
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Hasil Wawancara dengan pihak Studio 21

Hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2008 pada Pukul 14.00 WIB dengan staff

Studio 21 yang bernama Bapak Suryo adalah sebagai berikut:

Peneliti

Pak Suryo

Peneliti

Pak Suryo
Peneliti

Pak Suryo

Peneliti

Pak Suryo

Peneliti
Pak Suryo
Peneliti
Pak Suryo

Peneliti

: Wah, ramai ya pak?

: Iya, memang lagi ramai mbak.

Tiket yang buat jam 7 malam saja sudah habis.

: udah habis pak? Padahal saya pingin nonton juga pak.

Kalau hari biasa penuh tidak pak?

: Biasanya yang ramai Cuma Sabtu, Minggu.

: kalau hari biasa, kira-kira jumlah yang nonton berapa?

: Kalau senin Cuma sekitar 45%, hari biasa 60% tapi kalau sabtu,
minggu penuh banget sekitar 90% pengunjungnya.

: Memang jumlah kursi di studio ini berapa pak?

: Ya tidak tentu. Dua studio itu jumlah kursinya masing-masing
150 kursi tapi yang tiga studionya 200 kursi.

: Sudah berap lama kerja di sini pak?

: sekitar 2 tahunan.

: Wah, kita belum kenalan pak. Saya Rey

: Suryo. Kuliah atau kerja mbak?

: masih kuliah, pak.

Makasih ya pak.
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Nomor : 71/DEK/10/DAU/IN/2008 27 Maret 2008
Hal : PERMOHONAN LJIN PENELITIAN

Kepada Yth.

Assalamu’alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di
Fakultas Ekonomi UIl Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa
riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Reynelda Andriyani. S

No. Mahasiswa : 04312337

Jurusan : Akuntansi

Alamat . Penggok Sumberagung Moyudan Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin

untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : “ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN
EFEKTIFITAS PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN ",

Dosen Pembimbing : MAHMUDI,SE. M.S1..AK

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan
kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan
data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb




PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
! BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
) ( BAPPEDA )

5-"’:1,‘5: X -3419 Alamat : J1 Parasamya No. | Beran, Tridadi, Sleman 55511
z:{-SL-EH;’IG.i; [ Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN
Nomor : 07.0/ Bappeda/ <~ L /2008

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar . Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja
Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menpnjuk - Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,Nomor:
' 71/DEK/10/DAU/I1/2008/Tanggal: 27 Maret 2008 Hal: Permohonan Izin Penelitian.
MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama : REYNELDA ANDRIYANI S.

No. Mha/NIM/NIP/NIK : 04312337

Programy/Tingkat . Sl

Instansi/Perguruan Tinggi : Ul Yogyakarta

Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Condong Catur,Depok,Sleman, Y ogyakarta

Alaq}at Rymah . Penggok,Sumberagung,Moyudan,Sleman

No. Telp/ HP : 08157885444

Hnpyk :  Mengadakan penelitian dengan judul:
”ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK
HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN”

Lokasi : Kab. Sleman

Waktu . Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 01 April 2008 s/d

01 Juli 2008.
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camai/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat
petynjik seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku,

Walib menyvampaikan laporan hasil penelitian sebanyak I (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

{zin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.

Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas

Ve N

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non
pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah

berakhirnya penelitian.
Dikeluarkan di : Sleman

Pada Tanggal : 01 April 2008

Tembusan Kepada Yth. : A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
. . - Ka. Bidang Tekn. & Kerjasama
. Bupati Sleman (sebagai laporan) u.b Ka. Sub Bid. Kerjasama

2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas Kab. Sleman .
3. Ka. BPKKD Kab. Sleman /




UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

R Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 71/DEK/10/DAU/IL2008 27 Maret 2008
Hal : PERMOHONAN UJIN PENELITIAN

Kepada Yth.

Assalamu ‘aldikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di
Fakultas Ekonomi UIl Yogyakarta diwajibkan membuat  karya ilmiah berupa
riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama ¢ Reynelda Andriyani. S

No. Mahasiswa : 04312337

Jurusan . Akuntansi

Alamat : Penggok Sumberagung Moyudan Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin

untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : “4NALISIS POTENSI, EFISIENST DAN
EFEKTIFITAS PAJAK HIBURAN DI KAB UPATEN SLEMAN".

Dosen Pembimbing : MAHMUDI.SE. M.SI.AK

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan
kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan
data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum wr.wh

PP, Jamsn Wieata Camdi
Serebvdur, Primbansa & Ratw Seie

wie
Cd Yy

Asma’i Ishak, M.Bus, Ph.D&
: 84 311 0101




ONIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
t'elepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

-~

A
=}
o
z
m
v
>

UNIVERSITAS

Nomor T IR T DAUTTR008 27 Maret 2008
Hal o PERMOHONAN IN PENELITIAN

Kepada Yth.

Assalamu alaikum vrowh

Diberitahukan dengan hormat. bahwa mahasiswa sebelurn mengakhiri pendidikan di
Fakultas Ekonomi Ul Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa
riset/penelitian. Sehubungan dengan ha! itu mahasiswa kami :

Nama : - Revnelda Andriyani. S
No. Mahasiswa 0 04312337
Jurusan : Akuntansi
- Alamat . Penggok Sumberagung Moyudan Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin
untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : “ANALISIS POTENSJ, EFISIENSI DAN
EFEKTIFITAS PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN ",

Dosen Pembimbing : MAHMUDI,SE..M.SL..AK

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan
kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan
data /keterangan vang diperlukan oleh mahasiswa tersebut,

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum wr.wh

k
a.n Kepala Bag., Umum 3 18LAY X
Ka. Urg Tata Usaha BPMYK ,gf’“
— $
% YOGYAKART.
-“~
Y4, Asma’i Ishak, M.Bus, Ph.Dy

¢
{ras e*H . 84 311 0101
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Nomor : 71/DEK/10/DAU/1I2008 27 Maret 2008
Hal . PERMOHONAN 1JIN PENELITIAN

Kepada Yth.

Assalamu ‘alaikum wr. wb,

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di
Fakultas Ekonomi UIl Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa
riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama . Reynelda Andriyani. S

No. Mahasiswa : 04312337

Jurusan . Akuntansi

Alamat . Penggok Sumberagung Moyudan Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin
untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : “4NALISIS POTENSI, EFISIENS] DAN
EFEKTIFITAS PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SLEMAN "

Dosen Pembimbing : MAHMUDI.SE..M.SI..AK

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan
kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan
data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

| A ‘)//
"’o( I sma’i Ishak, M.Bus, Ph.D A

=K : 84 311 0101

Wassalamu 'alaikum wr.wh

PP, Jaman Wissta Candi
Berebwiur, Prambansn & Ratw Seke
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o e
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !

| !
! BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
! J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
! SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : NOVEMBER 2007! 147376
SO, - —-- ——

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO

ALAMAT : JL.SOLO KM. 16 PRAMBANAN

BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 16 Januari 2007

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 22.053.973,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 22.053.973,00

!
!
!
1
1
1
!
1
' 1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDIPRB ! Rp. 22.053.973,00
!
!
!
1
1
1
1

! Dengan huruf :
! Dua puluh dua juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah

! - - -

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
!  cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

! dengan peraturan Daerah yang berlaku.

PR ., S F o -

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan

DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D

NIP. 490030036
No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD :2.0057637 .06 .01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, ......... 2007

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

R s Potong Disini  =----=--en=mmnsmmmmmmmmcmeso oo oo oo !
!

1

!

!

!

!

!

! Yang menerima
!
!




PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

J1. Parasamya No . 3 Tridadi PAJAK DAERAH

1

BPKKD ! SURAT KETETAPAN
!

SLEMAN TELP. 867248 !

!
!
I NO. KOHIR

! PERIODE : DESEMBER 2007! 149972

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL.SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 16 Pebruari 2007

! AYAT ! JENIS PAJAK !

NO
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB ! Rp. 32.796.757,25
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 32.796.757,25
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 32.796.757,25

! Dengan huruf :
! Tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan enam ribu tujuh ratus lima puluh tujub

!

koma dua lima rupiah

! PERHATIAN :
! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

!
!
!
!

!
!
1
!
!
!
!
1
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

PO — - ———— e

cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

........................... Potong Disini

ALAMAT

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

ub. Kasub Bid Penetapan

DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D

NIP. 490030036

Sleman, .........
Yang menerima

MODEL : DPDII - 17

: 000145269

No . SKPD
TANDA TERIMA No . Ayat 121005
NPWPD :2.0057637 .06 . 01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO

: JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

!

!
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : JANUARI 2007 ! 129817

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJ o
NGAGLIK SLEMAN

NPWPD : 4.0001027.12.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 15 Maret 2007

A T e e A

.

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 6.738.750,00
! ! YOGYA KEMBALI !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 6.738.750,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 6.738.750,00

! Dengan huruf :
! Enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
! lima puluh rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

cap/tanda tangan BKP.

3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

ub. Kasub Bid Penetapan

DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D

NIP. 490030036

No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
Sleman, ......... 2007

Yang menerima

(o )

Potong Disini e —————————




PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !

BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : PEBRUARI 2007! 131663

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

NPWPD : 4.0001027.12.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 13 April 2007

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 2.229.500,00
! ! YOGYA KEMBALI !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 2.229.500,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 2.229.500,00

Dengan huruf :

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! Dua juta duaratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah
!

!

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atan
! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

! dengan peraturan Daerah yang berlaku.

U, e e ————— -

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036
No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD ::4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO

NGAGLIK SLEMAN

Sleman, ......... 2007

Yang menerima

(oo )

!
!

!

!

!

!

1

!

1

! Potong Disini
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !

!
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH 1 NO. KOHIR
!

SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : MARET 2007 ! 133169

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SART HARJO
NGAGLIK SLEMAN

NPWPD : 4.0001027.12.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 21 Mei 2007

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1 ——
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 3.223.250,00
! ! YOGYA KEMBALI !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 3.223.250,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 3.223.250,00
! Dengan huruf :

! Tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah

-

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

!  cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D

----------------- Potong Disini  -=-eeeeemmecesemnmncnnanne e
No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SART HARJO
NGAGLIK SLEMAN

Sleman, ......... 2007

Yang menerima

!

1-

!

!

!

!

!

!

!

!

! NIP. 490030036
1.

!

!

!

1

1

!

!

!

!

! (v e )
!

MODEL : DPD IT - 17
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !

!
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
!

SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : APRIL 2007 ! 135026

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

NPWPD : 4.0001027.12.01 )

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 18 Juni 2007

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 3.044.000,00
! ! YOGYA KEMBALI !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 3.044.000,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 3.044.000,00

Dengan huruf :
Tiga juta empat puluh empat ribu rupiah

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
cap/tanda tangan BKP.

3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

ub. Kasub Bid Penetapan

DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D

NIP. 490030036

------ -- Potong Disini -- -

No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
Sleman, ......... 2007

Yang menerima

(oo, )

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! PERHATIAN :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1

MODEL : DPD II-17
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !

BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
!
!

PAJAK DAERAH
PERIODE : MET 2007

J1. Parasamya No . 3 Tridadi
SLEMAN TELP. 867248

!

! NO. KOHIR
! 136672

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO

NGAGLIK SLEMAN
NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 21 Juli 2007

NO

! AYAT ! JENIS PAJAK !

1

1121005(L) . 20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 4.854.000,00

! ! YOGYA KEMBALI !

Jumlah Ketetapan pokok pajak !
Denda !

Rp. 4.854.000,00

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda !

Rp. 4.854.000,00

- S S ok sm Y f—m Ak s S e ey b S tem tem Aud Gk G 2 S 4

—~—

—~ -

! Dengan huruf :
! Empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah

! PERHATIAN :
! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
! cap/tanda tangan BKP.
! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D

NIP. 490030036

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ALAMAT

Potong Disini -

NGAGLIK SLEMAN
Sleman, .......

No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

: JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO

Yang menerima

MODEL : DPD II - 17
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

J1. Parasamya No . 3 Tridadi !

SLEMAN TELP. 867248 !

!

PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
PERIODE : JUNI 2007 1 138674

NAMA

: * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO

NGAGLIK SLEMAN

NPWPD : 4.0001027.12.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 11 Agustus 2007

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 12.205.000,00
! ! YOGYA KEMBALI !

Jumlah Ketetapan pokok pajak
Denda ! Rp.

! Rp. 12.205.000,00

G 4 tm b bm v sem S brmt bep bm e S Vo e b G G S e

Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 12.205.000,00

! Dengan huruf :

! Dua belas juta dua ratus lima ribu rupiah

l..

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

!
j -
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

1

! NPWPD
! NAMA

! ALAMAT
!

!

!

!

!

| S

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK 1 GOL III/D
NIP. 490030036

R Potong Disini  ~e-ene-- - - ———- -

No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No.Ayat : 121005
: 4.0001027.12.01
: YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
: JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO

NGAGLIK SLEMAN
Sleman, ......... 2007
Yang menerima

MODEL : DPD 11 -

17
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO.KOHIR

!

SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : JULI 2007 ! 140604

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

NPWPD : 4.0001027.12.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 September 2007

1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 5.463.750,00
! ! YOGYA KEMBALI !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 5.463.750,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 5.463.750,00

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
' NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1
!
!
!
!
!
!
!
1
! Dengan huruf :
! Lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
A 2
PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

- R —— Potong DisIni  -----m-omemormmmceemm e !

No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No. Ayat : 121005
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO

NGAGLIK SLEMAN
Sleman, ......... 2007
Yang menerima
(P )
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MODEL : DPD II - 17
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
JI. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : AGUSTUS 2007 ! 142296

NAMA : *YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARIHARJO
NGAGLIK SLEMAN

NPWPD : 4.0001027.12.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 15 Oktober 2007

e s tws Cew s b s te tm =8 e

!' NO! AYAT ! JENIS PAJAK !

1

! 1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 1.011.500,00
! ! ! YOGYA KEMBALI !

!

! Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 1.011.500,00
! Denda ! Rp.

1

! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 1.011.500,00

! Dengan huruf ;

! Satu juta sebelas ribu lima ratus rupiah

 SO———— N ]

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

! dengan peraturan Daerah yang berlaku.

! SLEMAN, 3 November 2007

! a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
! KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

! ub. Kasub Bid Penetapan

t DRS. WAHYU WIBOWO

!
!
!

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

R Potong Disini  ~eem e !
No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO

Sleman, ......... 2007

!

!

!

!

!

! NGAGLIK SLEMAN
!

! Yang menerima
!

!

!

MODEL : DPD IT -17
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !

BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 !PERIODE : SEPTEMBER 2007! 144037

!

!

!

!

!

! NAMA : *YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
! ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
! NGAGLIK SLEMAN
! NPWPD : 4.0001027.12.01

! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 6 November 2007
!

!

1

!

!

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 1.011.500,00

! ! ! YOGYA KEMBALI !
S
! Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 1.011.500,00
! Denda ! Rp.
!
! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 1.011.500,00
!

! Dengan huruf :

! Satu juta sebelas ribu lima ratus rupiah
 —— N 1
! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
!

!

!

cap/tanda tangan BKP.
! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.
P . -
SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

------------------------------------ Potong Disini  ------seveeeeee .
No . SKPD : 000145269

W b G ts Ve bew b b e &

o~

TANDA TERIMA No.Ayat : 121005
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
Sleman, ......... 2007

Yang menerima

G b bem tim bem e el e b b

(oo, )

Y e —— e ————— - -

.

MODEL : DPD II - 17
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !

!
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

!

1

L S

J1. Parasamya No . 3 Tridadi PAJAK DAERAH I NO.KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : OKTOBER 2007 ! 145629

- bt
)

NAMA : *YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

NPWPD : 4.0001027.12.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 Desember 2007

!

!

!

!

!

! NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !

1

! 1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 7.157.500,00
! ! ! YOGYA KEMBALI !

!

! Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 7.157.500,00
! Denda ! Rp.

T

! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 7.157.500,00
!

! Dengan huruf ;
! Tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

| St o N Y SR W . e | - ———

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

!

. .

! SLEMAN, 3 November 2007
! a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
! KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

! ub. Kasub Bid Penetapan

! DRS. WAHYU WIBOWO

1
!
!

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

G F Ty (Y b T T T —— !
No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALLI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO

Sleman, ......... 2007

!

!

!

1

1

! NGAGLIK SLEMAN
!

! Yang menerima
!

!

!

G tm tem e tw P s @ et 4 G S8 G Ve N tm s b e b s e tm bd S b Seep e eem 9
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!
SURAT KETETAPAN !

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BPKKD

SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : NOVEMBER 2007! 147399

NAMA : *YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

NPWPD : 4.0001027.12.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 20 Januari 2007

! !

! !

! JI. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO.KOHIR
! !

!

!

!
!

!

!

!

! NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !

!

! 1 1121005(L) .20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 2.204.500,00
! ! ! YOGYA KEMBALI !

lee--

! Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 2.204.500,00
! Denda ! Rp.
ST 15 S . 0 _ |

! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda I Rp. 2.204.500,00
!

! Dengan huruf :
! Dua juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah

! SRR B ——— . _

! PERHATIAN :
! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

! cap/tanda tangan BKP.
! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

!

I--

! SLEMAN, 3 November 2007

! a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
! KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

! ub. Kasub Bid Penetapan

! DRS. WAHYU WIBOWO

!
!
!

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

A Potong Disini  -~e--cmmmmmmceee
No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
Sleman, ......... 2007

Yang menerima

'
1

1

!

1

! NGAGLIK SLEMAN
!

!

!

! (o )
!
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !

BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : DESEMBER 2007! 150730

NAMA : * YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI

ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN

NPWPD : 4.0001027.12.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 16 Pebruari 2007

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN MONUMEN ! Rp. 4.959.250,00
! ! YOGYA KEMBALI !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 4.959.250,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda !"Rp. 4.959.250,00

!
!
1
1
!
!
1
]
!
!
!
!
!
1
1
!
!
!
!
!
1
1

! Dengan huruf :

! Empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah

| ———aea W E L ———
! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

cap/tanda tangan BKP.
! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

!

!

!

!

! SLEMAN, 3 November 2007

! a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
! KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

! ub. Kasub Bid Penetapan

! DRS. WAHYU WIBOWO

!

!

!

PENATA TK 1 GOL III/D
NIP. 490030036

e e Potong Disini  -ceeemmeee e e e !

No . SKPD : 000145269

1
! TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
! NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : YAYASAN MONUMEN YOGYA KEMBALI
ALAMAT : JL. RINGROAD UTARA DUSUN JONGKANG SARI HARJO
NGAGLIK SLEMAN
Sleman, ......... 2007

!

!

!

!

! Yang menerima
!

!

!

MODEL : DPD II - 17



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !

BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : JANUARI 2007 ! 129888

!

!

!

!

!

! NAMA : *PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
! ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

! NPWPD : 4.0059283.07.01

! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 23 Maret 2007
1

!

!

!

!

!

!

!

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 : Rp. 74.452.500,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 74.452.500,00
! Denda ! Rp.
| S
i Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 74.452.500,00
!
i Dengan huruf :

! Tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu lima rauts rupiah
!
! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
e ----  Potong Disini  --seooomo L
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No. Ayat : 121005
NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, ......... 2007

Yang menerima

MODEL : DPD II - 17




PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

! !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN |

!

!

J1 . Parasamya No . 3 Tridadi PAJAK DAERAH ! NO.KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : PEBRUARI 2007! 131472

NAMA : *PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

NPWPD : 4.0059283.07.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 18 April 2007

!
!
!
!
I--
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !'121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 : Rp. 64.269.500,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 64.269.500,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 64.269.500,00
! Dengan huruf :

! Enam puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah

!

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
! dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

memm—m e - Potong Disini  ----meemmeme ---
No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD :: 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL.. LAKSDA ADISUCIPTO
Sleman, ......... 2007

Yang menerima

(oo )

MODEL : DPD II - 17
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
JI. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO.KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : MARET 2007 ! 133290

NAMA : *PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

NPWPD : 4.0059283.07.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 16 Mei 2007

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 : Rp. 77.060.250,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 77.060.250,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 77.060.250,00
! Dengan huruf :

! Tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah

! s

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

! dengan peraturan Daerah yang berlaku.
Teeeee | )

! SLEMAN, 3 November 2007
' a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
! KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

! ub. Kasub Bid Penetapan

! DRS. WAHYU WIBOWO

!

1

1

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

el Potong Disini --- -

No . SKPD : 000145269

!

! TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
! NPWPD : 4.0059283.07.01

! NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

! ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

!

! Sleman, ......... 2007

! Yang menerima

! (o veini }

MODEL: DPD I1-17




PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

! ! !

! BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

! J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO.KOHIR

! SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : APRIL 2007 ! 134716

! - —— ————

! NAMA : *PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

! ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

! NPWPD : 4.0059283.07.01

! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 12 Juni 2007

! -
! NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !

!

! 1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 ! Rp. 97.345.125,00

! ! ! !

!

! Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 97.345.125,00

! Denda ! Rp.

! ———
! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 97.345.125,00

!

! Dengan huruf :

! Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua lima rupiah

!

! PERHATIAN :
! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007

a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

!
!

!

!

t

! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
!

!

!

!

!

TS Potong Disini  --eomeeecmcaaaes

No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

Sleman, ......... 2007

Yang menerima

!

!

!

!

! ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
1

!

! (oo )
!

MODEL : DPD IT - 17



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !

! !

! BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

! J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO.KOHIR

! SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : MEI 2007 ! 136624

! —-

! NAMA : *PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

! ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

! NPWPD : 4.0059283.07.01

! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 14 Juli 2007

!

! NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !

! !
! 1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 ! Rp. 173.285.250,00 !
! ! ! !

! !
! Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 173.285.250,00 !
! Denda ! Rp.

e s !
! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 173.285.250,00 !
! E

! Dengan huruf :

! Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh
! rupiah

 S———— 1 N e . .. W
! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

cap/tanda tangan BKP.
! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

!

!

1

!

!

! SLEMAN, 3 November 2007

! a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
! KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

! ub. Kasub Bid Penetapan

! DRS. WAHYU WIBOWO

!

1

!

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

T Potong Disini ---- R EECERS EERE RN
No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
Sleman, ......... 2007

!

!

!

!

! ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
!

! Yang menerima
!

!

MODEL : DPD IT - 17



! PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
! BPKKD ! SURAT KETETAPAN
! !
t !

s s nem sw

J1. Parasamya No . 3 Tridadi PAJAK DAERAH NO. KOHIR
! SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : JUNI 2007 138357
|
! NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
! ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
! NPWPD : 4.0059283.07.01
! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 Agustus 2007
e e e e m——————————~————————————————————mm—a——————————
1 NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
!
! 1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 ! Rp. 113.497.500,00
! ! ! !
!
! Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 113.497.500,00
! Denda ! Rp.
! o - -
! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 113.497.500,00
!
! Dengan huruf :

! Seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah

! ——

! PERHATIAN :
! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

! cap/tanda tangan BKP.
! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
! dengan peraturan Daerah yang berlaku.

[y—"

!

! a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
! KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

! ub. Kasub Bid Penetapan

! DRS. WAHYU WIBOWO

!
!
!

PENATA TK I GOL 11I/D
NIP. 490030036

L RS RIP R Potong Disini -
No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0001027.12.01
NAMA : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
Sleman, ......... 2007

Yang menerima

!

!

!

!

!

! ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
1

!

!

! (v oo, )
!

MODEL : DPD IT - 17
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN

!

!

- e feew s

!
!
!

Ji. Parasamya No . 3 Tridadi PAJAK DAERAH NO. KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : JULI 2007 140611
NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
NPWPD : 4.0059283.07.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 September 2007
NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 ! Rp. 146.742.750,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 146.742.750,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 146.742.750,00

! Dengan huruf :
! Seratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima

pulub rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

cap/tanda tangan BKP.

3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007

a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

----------------------------------- Potong Disini  ----comemm e
No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No. Ayat : 121005

NPWPD : 4.0059283.07.01

NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, ......... 2007
Yang menerima
(oo, )

MODEL: DPD II - 17
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN

!

!

- sew aem tm

J1. Parasamya No . 3 Tridadi PAJAK DAERAH NO. KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : AGUSTUS 2007 142273
NAMA : *PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL.LAKSDA ADISUCIPTO
NPWPD : 4.0059283.07.01
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 25 Oktober 2007
NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 ! Rp. 82.749.375,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 82.749.375,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 82.749.375,00
Dengan huruf :
Delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh

ima rupiszh

PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

!

!

~. Sed s tm tm e b s 4

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK 1 GOL III/D
NIP. 490030036

NPWPD
NAMA
ALAMAT

- --  Potong Disini  ---v-vmemeannee -

No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No.Ayat : 121005
: 4.0059283.07.01
: PTNUSANTARA SEJAHTERA RAYA
: JL. LAKSDA ADISUCIPTO
Sleman, ......... 2007

Yang menerima




PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !

BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 !PERIODE : SEPTEMBER 2007! 143830

NAMA : *PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

NPWPD : 4.0059283.07.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 6 November 2007

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 ! Rp. 62.872.500,00
! ! 1
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 62.872.500,00
Denda I Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda | Rp. 62.872.500,00
Dengan huruf :

Enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atan
cap/tanda tangan BKP,

3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

T, Potong Disini  ------ B —— -
No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Sleman, ......... 2007

Yang menerima

MODEL : DPD II - 17



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR

!

SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : OKTOBER 2007 ! 145707

!

!

!

!

!

! NAMA : *PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
! ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

! NPWPD : 4.0059283.07.01

! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 Desember 2007
1

!

!

!

!

!

!

!

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 ! Rp. 98.624.250,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 98.624.250,00
! Denda ! Rp.
I
! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 98.624.250,00

! Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus
! lima puluh rupiah

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

!

!

! SLEMAN, 3 November 2007

! a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
! KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

! ub. Kasub Bid Penetapan

i DRS. WAHYU WIBOWO

!

!

!

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

| - - ----  Potong Disini = -----neneee - meememememeememeesaeoooocaaes !

No . SKPD : 000145269

!

! TANDA TERIMA No.Ayat : 121005
! NPWPD : 4.0059283.07.01

! NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA

! ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

! Sleman, ......... 2007

! Yang menerima

! (N )

!




-

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !

BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : NOVEMBER 2007! 147380

NAMA : * PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

NPWPD : 4.0059283.07.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 20 Januari 2007

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN STUDIO 21 ! Rp 83.809.500,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 83.809.500,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 83.809.500,00

S b G Se S e tm tm bm Vo bem Ve e Sem bws et seem ey S

! Dengan huruf :

! Delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah

1. -

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

!

!

!

!

! SLEMAN, 3 November 2007

! a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
! KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
! Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

! ub. Kasub Bid Penetapan

! DRS. WAHYU WIBOWO

1

!

!

!

!

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

------------ Potong Disini  -----mcemmemommo - —————-
No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

Yang menerima
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! Sleman, ......... 2007
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

!

J1. Parasamya No . 3 Tridadi

!

BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
!

SLEMAN TELP. 867248 !

PAJAK DAERAH ! NO.KOHIR
PERIODE : DESEMBER 2007! 149872

NAMA : *PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO

NPWPD : 4.0059283.07.01

Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 16 Pebruari 2007

Sem b tae s s 4 tew e e sm Ve tm tm o Gew tea tm B em

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !1121005(L).20 ! I-;.-IK HIBURAN STUDIO 21 ! Rp. 141.537.000,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 141.537.000,00
Denda I Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 141.537.000,00
N
! Dengan huruf :

! Seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah

|-

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.
! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

! dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL TII/D
NIP. 490030036

------------- Potong Disini -
No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD : 4.0059283.07.01
NAMA : PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA
ALAMAT : JL. LAKSDA ADISUCIPTO
Sleman, ......... 2007

Yang menerima

MODEL :DPDII-17



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !

!
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
Jl. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
!

SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : JANUARI 2007 ! 129930

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDY/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL.SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 3 Maret 2007

1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB ! Rp. 22.959.450,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 22.959.450,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 22.959.450,00

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1
1
!
!
1
!
.
!
!

! Dengan huruf :

! Dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus
! lima puluh rupiah

!
! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

!' 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

!

!

!

!

1

Y

!

!

! s

! PENATA TK I GOL III/D
! NIP. 490030036
! - Potong Disini  —eemeemeee oo
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005

NPWPD :2.0057637.06. 01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, ......... 2007

Yang menerima
(v i, )

MODEL : DPD II - 17



! PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
! BPKKD ! SURAT KETETAPAN !
! J1. Parasamya No . 3 Tridadi !
! SLEMAN TELP. 867248 !

!

PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
PERIODE : PEBRUARI 2007! 131506

NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL.SOLO KM. 16 PRAMBANAN

BOKO HARJO PRAMBANAN

NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 6 April 2007

4m s dw tm tmm se s e o te s bs s s e 4

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB ! Rp. 14.975.549,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak I Rp. 14.975.549,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 14.975.549,00

! Dengan huruf :

! Empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu limaratus empat puluh

! sembilan rupiah
Lo

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

SLEMAN, 3 November 2007

a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

NPWPD
NAMA
ALAMAT

Potong Disini
No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
:2.0057637 .06 .01
: TWC. PRAMBANAN UNIT CANDY/ DRS. WAHYONO
: JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, ......... 2007

MODEL : DPD II -

17

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
cap/tanda tangan BKP.

3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.



!
!
!
1

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

JI. Parasamya No . 3 Tridadi !

SLEMAN TELP. 867248 !

!

PERIODE : MARET 2007 ! 133177

PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR

NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL.SOLO KM. 16 PRAMBANAN

BOKO HARJO PRAMBANAN

NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 14 Mei 2007

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB ! Rp. 17.693.911,00
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 17.693.911,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 17.693.911,00

Dengan huruf :

Tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
cap/tanda tangan BKP.

3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

b M S sy 2w s 4t sm  bew M

NPWPD
NAMA
ALAMAT

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

---------- Potong Disini -- —

No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
:2.0057637. 06 .01
: TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
: JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, ......... 2007

MODEL : DPD II - 17



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN

!

!

- tm s s

Tujuh belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah

! PERHATIAN :
! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

!

!

! J1. Parasamya No . 3 Tridadi PAJAK DAERAH NO. KOHIR

! SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : APRIL 2007 134851

| . - ——
! NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO

! ALAMAT : JL.SOLO KM. 16 PRAMBANAN

! BOKO HARJO PRAMBANAN

! NPWPD : 4.0032589.09.06

! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 14 Juni 2007

!

!' NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !

!

! 1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDIPRB ! Rp. 17.613.586,00
! ! ! !

! -

! Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 17.613.586,00
! Denda ! Rp.

! S z

! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 17.613.586,00
!

! Dengan huruf :

!

!

!

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

! dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007

ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Potong Disini

Sleman, ......... 2007

Yang menerima
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No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD :2.0057637.06 .01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

MODEL : DPD IT - 17
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!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

J1. Parasamya No . 3 Tridadi !

SLEMAN TELP. 867248 !

PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR
! PERIODE : MET 2007 ! 136662

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 19 Juli 2007

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB ! Rp. 23.234.596,00
! 1 !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 23.234.596,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 23.234.596,00

Dengan huruf :
Dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh
enam rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

cap/tanda tangan BKP.

3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007

a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL IIVD
NIP. 490030036

Potong Disini

No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No.Ayat : 121005
NPWPD :2.0057637.06.01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN
Sleman, ......... 2007
Yang menerima
(i )

MODEL : DPD II - 17
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! PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN !
! BPKKD ! SURAT KETETAPAN
! J1. Parasamya No . 3 Tridadi !
! !

=t g s

PAJAK DAERAH NO. KOHIR
! SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : JUNI 2007 138680
[ -
! NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
! ALAMAT : JL.SOLO KM. 16 PRAMBANAN
! BOKO HARJO PRAMBANAN
! NPWPD : 4.0032589.09.06
! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 13 Agustus 2007
!
! NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1
! 1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDIPRB ! Rp. 31.153.066,00
! ! ! !
!
! Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 31.153.066,00
! Denda ! Rp.
ecemeen e
! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 31.153.066,00

! Dengan huruf :
! Tiga puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
cap/tanda tangan BKP.

3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

Ve 4 st w rem s it Sew b tw Ak Semw e S G e

—

------------------------------------ Potong Disini  -memeemeemmmeeoeeee E—
No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No. Ayat : 121005
NPWPD :2.0057637.06.01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDY DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN
Sleman, ......... 2007

Yang menerima

(v, )

MODEL : DPD IT - 17



! PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

! 1

! 1

!

! J1. Parasamya No . 3 Tridadi PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR

! SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : JULI 2007 140477

- ———
! NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO

! ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN

! BOKO HARJO PRAMBANAN

! NPWPD : 4.0032589.09.06

! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 10 September 2007

!

! NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !

!

! 1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDIPRB ! Rp. 43.015.304,00
! ! ! !

| S—

! Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 43.015.304,00
! Denda ! Rp.

leommee

! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 43.015.304,00

! Dengan huruf :
! Empat puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus empat rupiah

foeee

! PERHATIAN :
! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007

a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK 1 GOL III/D
NIP. 490030036

No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No. Ayat : 121005
NPWPD :2.0057637 .06 .01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDY DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, ......... 2007

Yang menerima
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!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

! ! !

! BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

! J1 . Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO. KOHIR

! SLEMAN TELP. 867248 ! PERIODE : AGUSTUS 2007 ! 142174

! NAMA : *TWC. PRAMBANAN UNIT CANDY DRS. WAHYONO

! ALAMAT : JL.SOLO KM. 16 PRAMBANAN

! BOKO HARJO PRAMBANAN

! NPWPD : 4.0032589.09.06

! Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 12 Oktober 2007

1

! NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !

1

! 1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB ! Rp. 31.173.717.01
! ! ! !

!

! Jumlah Ketetapan pokok pajak !'"Rp. 31.173.717.01
! Denda ! Rp.

! . Bl R —

! Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 31.173.717.01
1. 5

! Dengan huruf :

! Tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus seratus tujuh belas

! koma satu rupiah

! - .

! PERHATIAN :
! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai

dengan peraturan Daerah yang berlaku,

SLEMAN, 3 November 2007

ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

!
.
!
!
!
!
!

!
!
!
!
! Potong Disini
!

!

!

!

No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD :2.0057637 .06 .01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN
Sleman, ......... 2007

!

!

!

! Yang menerima
!

!

MODEL : DPD IT - 17



SLEMAN TELP. 867248

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ! !

BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

J1. Parasamya No . 3 Tridadi ! PAJAK DAERAH ! NO.KOHIR
!PERIODE : SEPTEMBER 2007! 143991

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 6 November 2007

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 1121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRi; ! Rp. 24.616.629,00
! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 24.616.629,00
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 24.616.629,00
! Dengan huruf : -

! Dua puluh empat juta
! rupiah
!

enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan

! PERHATIAN :

! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.,
! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau
! cap/tanda tangan BKP.

! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

ub. Kasub Bid Penetapan

DRS. WAHYU WIBOWO
PENATA TK I GOL III/D

NIP. 490030036

NPWPD
NAMA

!
|
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ALAMAT
!

!

!

!

!

-- Potong Disini
No . SKPD : 000145269
TANDA TERIMA No . Ayat : 121005

:2.0057637 .06 .01
: TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
: JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN

Sleman, ......... 2007

Yang menerima

MODEL : DPD II - 17



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

! !
BPKKD ! SURAT KETETAPAN !

!

!

J1. Parasamya No . 3 Tridadi

SLEMAN TELP. 867248 PERIODE : OKTOBER 2007 ! 145609

PAJAK DAERAH ! NO.KOHIR

NAMA : * TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL.SOLO KM. 16 PRAMBANAN
BOKO HARJO PRAMBANAN
NPWPD : 4.0032589.09.06
Batas Penyetoran Berakhir Tanggal : 13 Desember 2007

NO ! AYAT ! JENIS PAJAK !
1 !121005(L).20 ! PJK. HIBURAN TWC UNIT CANDI PRB ! Rp. 44.942.343,30
! ! !
Jumlah Ketetapan pokok pajak ! Rp. 44.942.343,30
Denda ! Rp.
Jumlah Ketetapan pokok pajak + Denda ! Rp. 44.942.343,30

! Dengan huruf :
! Empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat
! puluh tiga koma tiga rupiah

!

! PERHATIAN :
! 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerima BPKKD.

! 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi kas register atau

!

cap/tanda tangan BKP.
! 3. Terlambat menetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai
dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLLEMAN, 3 November 2007
a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub. Kasub Bid Penetapan
DRS. WAHYU WIBOWO

PENATA TK I GOL III/D
NIP. 490030036

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Potong Disini
No . SKPD : 000145269

TANDA TERIMA No . Ayat : 121005
NPWPD :2.0057637.06. 01
NAMA : TWC. PRAMBANAN UNIT CANDI/ DRS. WAHYONO
ALAMAT : JL. SOLO KM. 16 PRAMBANAN BOKO HARJO SLEMAN
Sleman, ......... 2007

Yang menerima

MODEL : DPD II - 17



